BAB 3
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

3.1 Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:
1. menjelaskan dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. memahami perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan korupsi;
3. menjelaskan kedudukan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia;
4. memahami unsur-unsur umum tindak pidana korupsi;
5. membedakan berbagai bentuk tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum;
6. menjelaskan subjek hukum yang dapat terlibat dalam tindak pidana korupsi;
7. memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi;
8. menjelaskan peran lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi;
9. memahami perkembangan hukum korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional; dan
10. menganalisis suatu kasus korupsi berdasarkan perspektif hukum yang berlaku.

3.2 Capaian Pembelajaran
Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu memahami bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kompleks dan berkembang mengikuti perubahan sistem hukum nasional. Mahasiswa mampu menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya diatur dalam satu peraturan, tetapi berkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pemerintahan, keuangan negara, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, dan partisipasi masyarakat.
Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami perbedaan antara penilaian moral, pelanggaran administratif, dan tindak pidana korupsi. Tidak setiap tindakan yang tidak etis otomatis merupakan tindak pidana. Sebaliknya, suatu perbuatan dapat memiliki konsekuensi pidana apabila telah memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3.3 Kata Kunci
Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana, UU Tipikor, KUHP Nasional, KPK, Penegakan Hukum, Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Penyidikan, Penuntutan, Pengadilan Tipikor.

3.4 Pendahuluan
Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena dampaknya dapat menyentuh keuangan negara, perekonomian, pelayanan publik, kepercayaan masyarakat, dan kualitas pemerintahan, pemberantasan korupsi membutuhkan dasar hukum yang jelas. Dalam negara hukum, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan persepsi atau penilaian moral. Tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip tersebut penting karena seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana hanya karena masyarakat menganggap perbuatannya tidak baik. Penegak hukum harus membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Indonesia memiliki kerangka hukum khusus untuk pemberantasan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. UU No. 31 Tahun 1999 masih tercatat berlaku, tetapi beberapa ketentuannya telah mengalami perubahan status setelah berlakunya KUHP Nasional.
Perkembangan penting terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2 Januari 2026. KUHP Nasional menjadi bagian penting dari sistem hukum pidana Indonesia dan berpengaruh terhadap sejumlah ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami hukum korupsi sebagai suatu sistem yang berkembang, bukan sekadar menghafalkan nomor pasal.

3.5 Perkembangan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Peraturan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari upaya negara untuk memperkuat sistem hukum dan pemerintahan yang bersih.
Secara sederhana, perkembangan tersebut dapat dipahami melalui beberapa tahap.
3.5.1 Periode awal
Pada periode awal kemerdekaan, ketentuan mengenai korupsi masih tersebar dalam hukum pidana umum. Seiring berkembangnya persoalan korupsi, pemerintah kemudian membentuk peraturan yang lebih khusus.
3.5.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971
Indonesia kemudian memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum pemberantasan korupsi. Namun, perkembangan masyarakat dan kompleksitas korupsi kemudian mendorong pembentukan aturan baru.
3.5.3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
[bookmark: OLE_LINK1]Pada tahun 1999 dibentuk UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menggantikan UU No. 3 Tahun 1971 dan menjadi salah satu dasar utama pemberantasan korupsi hingga saat ini. JDIH BPK mencatat UU No. 31 Tahun 1999 masih berstatus berlaku, meskipun sebagian ketentuannya telah dicabut atau disesuaikan oleh perkembangan hukum berikutnya.
3.5.4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
UU No. 31 Tahun 1999 kemudian diubah melalui UU No. 20 Tahun 2001. Perubahan tersebut antara lain memperjelas sejumlah rumusan tindak pidana korupsi dan mengatur ketentuan mengenai gratifikasi.
3.5.5 Pembentukan KPK
Perkembangan berikutnya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. KPK dibentuk sebagai lembaga yang memiliki tugas khusus dalam pemberantasan korupsi. Kerangka hukum KPK kemudian mengalami perubahan melalui beberapa peraturan, termasuk UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002. UU No. 19 Tahun 2019 masih tercatat berlaku.
3.5.6 KUHP Nasional
Perkembangan terbaru yang penting dalam pembelajaran hukum korupsi adalah berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sejak 2 Januari 2026. KUHP Nasional mengubah struktur hukum pidana Indonesia dan memengaruhi sejumlah ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Database JDIH BPK mencatat beberapa ketentuan dalam UU Tipikor, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, dicabut sebagian oleh UU No. 1 Tahun 2023. Pada tahun 2026 juga berlaku UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang melakukan penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang di luar KUHP dengan Buku Kesatu KUHP Nasional.
Tabel Perkembangan Regulasi
	Tahun
	Regulasi
	Peran

	1971
	UU No. 3 Tahun 1971
	Kerangka khusus pemberantasan korupsi

	1999
	UU No. 31 Tahun 1999
	Dasar utama pemberantasan Tipikor

	2001
	UU No. 20 Tahun 2001
	Perubahan UU Tipikor

	2002
	UU No. 30 Tahun 2002
	Pembentukan KPK

	2019
	UU No. 19 Tahun 2019
	Perubahan kedua UU KPK

	2023
	UU No. 1 Tahun 2023
	KUHP Nasional

	2026
	UU No. 1 Tahun 2026
	Penyesuaian ketentuan pidana



3.6 Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum penting.
3.6.1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip negara hukum menjadi dasar bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan hukum.
3.6.2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Kedua undang-undang tersebut merupakan dasar utama dalam pengaturan tindak pidana korupsi.
KPK menjelaskan bahwa dari rumusan tindak pidana dalam UU Tipikor terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang secara konseptual dikelompokkan menjadi tujuh kelompok.
3.6.3 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK
UU ini mengatur kelembagaan, tugas, kewenangan, dan berbagai aspek penyelenggaraan KPK. Dalam UU tersebut, KPK dinyatakan sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.


3.6.4 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP
KUHP Nasional menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia dan berlaku sejak 2 Januari 2026. Buku Kesatu KUHP juga menjadi dasar bagi penerapan ketentuan pidana di luar KUHP sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang.

3.7 Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi
Mahasiswa perlu memahami beberapa prinsip dasar hukum pidana sebelum mempelajari tindak pidana korupsi secara lebih lanjut.
3.7.1 Asas Legalitas
Asas legalitas secara sederhana berarti seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatannya dilakukan. Prinsip ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah seseorang dihukum berdasarkan aturan yang dibuat setelah perbuatannya dilakukan.
3.7.2 Kepastian Hukum
Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diprediksi. Masyarakat harus mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan konsekuensi hukum yang dapat timbul.
3.7.3 Persamaan di Hadapan Hukum
Setiap orang pada prinsipnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Jabatan, kekayaan, hubungan politik, maupun status sosial tidak seharusnya menjadi alasan seseorang memperoleh perlakuan hukum yang berbeda tanpa dasar yang sah.
3.7.4 Praduga Tidak Bersalah
Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Prinsip ini penting dalam pemberitaan dan diskusi mengenai kasus korupsi.

3.8 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi
Untuk memahami tindak pidana korupsi, mahasiswa perlu memahami konsep unsur tindak pidana. Suatu perbuatan tidak cukup hanya disebut "korupsi" secara umum. Penegak hukum harus membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana yang didakwakan.
Sebagai ilustrasi, salah satu rumusan dalam UU Tipikor berkaitan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dari rumusan tersebut dapat dilihat adanya beberapa unsur, misalnya:
1. adanya subjek atau pelaku;
2. adanya perbuatan;
3. adanya sifat melawan hukum;
4. adanya tujuan atau akibat tertentu sesuai rumusan pasal;
5. adanya keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
6. adanya keterkaitan dengan kerugian keuangan atau perekonomian negara sesuai ketentuan yang diterapkan.
Namun, mahasiswa harus berhati-hati dalam memahami unsur tersebut. Tidak semua unsur harus selalu sama untuk setiap tindak pidana korupsi. Suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, dan benturan kepentingan dalam pengadaan memiliki rumusan unsur yang berbeda. Karena itu, analisis hukum harus dimulai dengan: Menentukan pasal yang relevan → mengidentifikasi unsur → mencocokkan fakta → menarik kesimpulan.

3.9 Perbedaan Pelanggaran Etik, Administratif, dan Tindak Pidana
Tidak semua pelanggaran otomatis merupakan tindak pidana. Hal ini dapat dijelaskan melalui tiga kategori sederhana.
3.9.1 Pelanggaran Etik
Pelanggaran terhadap nilai, kode etik, atau standar perilaku profesi/organisasi.
Contohnya: Seorang pejabat bertindak tidak profesional dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
Perbuatan tersebut dapat menjadi persoalan etik meskipun belum tentu merupakan tindak pidana.
3.9.2 Pelanggaran Administratif
Pelanggaran terhadap prosedur atau aturan administrasi.
Contohnya: Dokumen tertentu tidak diproses sesuai prosedur administratif.
Pelanggaran administratif dapat memiliki sanksi administratif.
3.9.3 Tindak Pidana
Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana.
Perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana melalui mekanisme peradilan pidana.
3.10 Klasifikasi Tindak Pidana Korupsi
KPK menjelaskan bahwa 30 jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok besar.
Ketujuh kelompok tersebut adalah:
1. Kerugian Keuangan Negara
Berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi unsur hukum dan berhubungan dengan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta kerugian keuangan atau perekonomian negara sesuai rumusan pasal.
2. Suap-Menyuap
Berkaitan dengan pemberian atau janji yang dimaksudkan untuk memengaruhi tindakan seseorang yang memiliki kewenangan atau jabatan.
3. Penggelapan dalam Jabatan
Berkaitan dengan penguasaan atau penggunaan secara melawan hukum terhadap uang, barang, atau dokumen yang berada dalam penguasaan karena jabatan.
4. Pemerasan
Berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk memaksa pihak lain memberikan sesuatu.
5. Perbuatan Curang
Berkaitan dengan berbagai bentuk kecurangan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana.
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
Berkaitan dengan kepentingan pribadi atau hubungan tertentu dalam proses pengadaan yang memenuhi rumusan tindak pidana.
7. Gratifikasi
Berkaitan dengan pemberian dalam arti luas yang dalam keadaan tertentu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai ketentuan hukum.
Pembagian ini digunakan terutama untuk membantu pembelajaran. Untuk analisis hukum suatu perkara, mahasiswa tetap harus merujuk pada rumusan pasal yang tepat, bukan hanya pada nama kelompoknya.



3.11 Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat pemerintah. Dalam perkembangan hukum korupsi, subjek yang dapat terlibat dapat mencakup:
· orang perseorangan;
· pegawai negeri;
· penyelenggara negara;
· pejabat publik;
· pihak swasta;
· dan dalam kondisi tertentu korporasi.
Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi melalui hubungan antara sektor publik dan sektor privat. Sebagai contoh: Seorang pejabat memiliki kewenangan menentukan pemenang pengadaan, sementara seorang pengusaha ingin memenangkan proyek tersebut. Pengusaha menawarkan sejumlah uang kepada pejabat tersebut. Dalam kasus tersebut, terdapat hubungan antara pihak publik dan pihak swasta. Karena itu, pemberantasan korupsi membutuhkan integritas tidak hanya dari aparatur negara tetapi juga dari dunia usaha dan masyarakat.

3.12 Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pertanyaan: Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana? Dalam hukum pidana, tidak cukup hanya membuktikan bahwa suatu perbuatan terjadi. Harus dianalisis pula hubungan antara pelaku dan perbuatan tersebut serta keadaan yang relevan menurut hukum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan konsep seperti:
· kesalahan;
· kesengajaan;
· kealpaan;
· kemampuan bertanggung jawab;
· alasan pembenar; dan
· alasan pemaaf.




3.13 Korporasi sebagai Subjek Hukum
Perkembangan hukum korupsi juga menunjukkan pentingnya memahami pertanggungjawaban korporasi. Korporasi dapat menjadi bagian dari suatu tindak pidana ketika tindak pidana dilakukan dalam konteks kegiatan korporasi dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena korupsi tidak selalu terjadi melalui tindakan individu. Misalnya: Sebuah perusahaan memberikan sesuatu kepada pejabat untuk mendapatkan keuntungan dalam pengadaan. Dalam kasus demikian, analisis tidak berhenti pada individu yang memberikan pemberian. Perlu dilihat pula hubungan tindakan tersebut dengan korporasi dan pihak-pihak yang terlibat.

3.14 Lembaga Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK. Terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran sesuai kewenangan masing-masing.
3.14.1 Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK memiliki tugas dan kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai UU KPK. KPK juga menjalankan fungsi pendidikan dan pencegahan selain penindakan.
3.14.2 Kepolisian
Kepolisian memiliki kewenangan dalam penegakan hukum pidana, termasuk penanganan perkara korupsi sesuai dengan kewenangan berdasarkan hukum.
3.14.3 Kejaksaan
Kejaksaan memiliki peran dalam penegakan hukum, termasuk penyidikan dalam perkara tertentu sesuai ketentuan hukum serta penuntutan perkara pidana.
3.14.4 Pengadilan
Pengadilan berperan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum.
Dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapat mekanisme peradilan khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.




3.14.5 BPK dan BPKP
BPK memiliki fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai kewenangannya.
BPKP memiliki fungsi pengawasan intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keduanya bukan lembaga penegak hukum dalam arti yang sama dengan kepolisian, kejaksaan, atau KPK, tetapi hasil pemeriksaan/pengawasan dapat memiliki relevansi dalam upaya pencegahan dan penanganan persoalan yang berkaitan dengan keuangan negara.

3.15 KPK dalam Sistem Pemberantasan Korupsi
KPK dibentuk sebagai lembaga khusus dalam pemberantasan korupsi.
Dalam perkembangannya, kewenangan KPK mencakup berbagai aspek, termasuk:
· pendidikan antikorupsi;
· pencegahan;
· koordinasi;
· monitoring;
· supervisi;
· penyelidikan;
· penyidikan;
· dan penuntutan sesuai ketentuan hukum.
UU No. 19 Tahun 2019 mengatur KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

3.16 Tahapan Umum Penanganan Perkara Korupsi
Secara sederhana, mahasiswa dapat memahami proses penanganan perkara pidana melalui tahapan: Informasi/Laporan → Penyelidikan → Penyidikan → Penuntutan → Persidangan → Putusan → Pelaksanaan Putusan.



Namun, praktik hukum dapat memiliki mekanisme dan kondisi yang lebih kompleks.
3.16.1 Penyelidikan
Tahap untuk menentukan apakah suatu peristiwa diduga merupakan tindak pidana dan apakah dapat dilakukan penyidikan.
3.16.2 Penyidikan
Tahap untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya sesuai hukum acara pidana.
3.16.3 Penuntutan
Tahap ketika perkara dibawa ke pengadilan untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan.
3.16.4 Persidangan
Pengadilan memeriksa perkara berdasarkan alat bukti, keterangan para pihak, dan ketentuan hukum.
3.16.5 Putusan
Hakim memberikan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan perkara.
3.16.6 Pelaksanaan Putusan
Putusan yang telah berkekuatan hukum dilaksanakan sesuai mekanisme hukum. Mahasiswa perlu memahami bahwa pemberitaan media tentang seseorang yang "terjerat kasus korupsi" belum tentu berarti orang tersebut telah terbukti bersalah.

3.17 Pembuktian dalam Perkara Korupsi
Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara korupsi, bukti dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk:
· dokumen;
· keterangan saksi;
· keterangan ahli;
· surat;
· informasi atau bukti elektronik sesuai ketentuan hukum;
· petunjuk;
· dan keterangan terdakwa sesuai ketentuan hukum acara.

Tujuan pembuktian adalah membantu pengadilan memperoleh dasar untuk menentukan apakah unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti. Oleh karena itu, dalam menganalisis kasus korupsi mahasiswa harus membedakan antara:
dugaan → bukti → pembuktian → putusan.
Tidak setiap dugaan merupakan fakta hukum yang telah terbukti.

3.18 Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Antikorupsi
Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting melalui:
· memberikan informasi;
· melakukan pengawasan;
· menyampaikan laporan;
· mengawasi pelayanan publik;
· mengikuti perkembangan kebijakan;
· menggunakan informasi publik;
· dan mendukung budaya integritas.
KPK juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam ekosistem pemberantasan korupsi. Namun, partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Menyampaikan laporan berbeda dengan menyebarkan tuduhan. Masyarakat perlu membedakan: kritik yang berbasis fakta dengan fitnah atau informasi yang belum diverifikasi.

3.19 Perkembangan Hukum Korupsi Setelah Berlakunya KUHP Nasional
Bagi mahasiswa, bagian ini sangat penting karena buku ini disusun dalam konteks hukum Indonesia tahun 2026. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Berlakunya KUHP Nasional membawa perubahan terhadap struktur hukum pidana Indonesia. JDIH BPK mencatat beberapa ketentuan pidana dalam UU Tipikor telah dicabut sebagian oleh KUHP Nasional, antara lain:
· Pasal 2 ayat (1);
· Pasal 3;
· Pasal 5;
· Pasal 11; dan
· Pasal 13.
Karena itu, buku ajar Pendidikan Antikorupsi perlu menghindari cara pembelajaran yang hanya menyatakan:
"Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor selalu menjadi dasar utama untuk setiap kasus korupsi."
Pernyataan semacam itu sudah tidak cukup tepat untuk konteks hukum setelah 2 Januari 2026.
Mahasiswa perlu dibiasakan untuk:
1. memeriksa peraturan yang berlaku;
2. memperhatikan perubahan dan pencabutan pasal;
3. memahami hubungan UU khusus dengan KUHP Nasional;
4. menggunakan sumber hukum resmi; dan
5. tidak menggunakan materi lama tanpa memeriksa status hukumnya.

3.20 Rangkuman
Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki dasar hukum yang berkembang dari waktu ke waktu. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 merupakan dasar penting dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Di samping itu, terdapat UU tentang KPK dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan serta pemberantasan korupsi.
Dalam menganalisis suatu tindak pidana, mahasiswa perlu memahami bahwa suatu perbuatan harus memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan oleh hukum.
Korupsi dapat melibatkan berbagai subjek, termasuk pejabat publik, pegawai negeri, pihak swasta, dan dalam kondisi tertentu korporasi. Pemberantasan korupsi melibatkan berbagai lembaga, antara lain KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, dan BPKP sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Penanganan perkara pidana pada umumnya melibatkan tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, dan pelaksanaan putusan. Mahasiswa juga perlu memahami prinsip praduga tidak bersalah. Status seseorang sebagai terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.  
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